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ABSTRAK 

Permasalahan pembangunan di kota Yogyakarta banyak menimbulkan 

masalah khususnya dalam pembangunan hotel di perkotaan. Yogyakarta sebagai 

kota pariwisata perlu diimbangi dengan ketersedian sarana prasarana akomodasi 

bagi para wisatawan.  Kondisi ini menjadi peluang besar bagi para pebisnis. 

Namun, seringkali menimbulkan protes masyarakat yang merasa tempat 

tinggalnya tidak lagi nyaman mengingat terbatasnya lahan yang ada di kota 

Yogyakarta. Pembangunan hotel juga mengakibatkan permasalahan lingkungan. 

Untuk menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta 

mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang 

Pengendalian Pembangunan Hotel yang berlaku per 1 Januari 2014 sampai 31 

Desember 2016. Prinsip peraturan walikota tersebut adalah menghentikan 

sementara (moratorium). Permasalahan tersebut diangkat penyusun dalam skripsi 

menjadi tema penelitian. Adapun pokok permasalahannya adalah bagaimana 

implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pembatasan pembangunan hotel 

di kota Yogyakarta dan dampak keruskan lingkungan yang dihadapi perspektif 

siyasah.  

Penelitian ini merupaka jenis penelitian lapangan (field research) di RT 13 

Kampung Miliran Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo 

Yogyakarta.Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-politik.Sifat penelitian 

ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menjelaskan fenomena yang 

terjadi dimasyarakat Miliran dengan banyaknya hotel di lingkungan mereka 

dengan melalui teknik wawancara sebagai data primer kemudian dianalisis 

dengan mendeskripsikan fenomena tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta 

Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, menambah 

banyaknya permohonan izin baru dalam pembangunan hotel dan apartemen 

faktanya adalah masih ada hotel baru yang dibangun. Peraturan walikota tersebut 

juga tidak menjadi solusi dari dampak lingkungan yang terjadi di wilayah sekitar 

hotel.Dengan adanya peraturan walikota tentang pengendalian pembangunan hotel 

tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjungjung 

tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga Negara, dengan berpijak 

kepada prinsip keadilan (al-adalah) dan membawa manfaat (jalbul manafi‟). 

Mengenai dampak lingkungan yang terjadi, kebijakan tersebut juga tidak 

mencerminkan lima unsur pokok dalam maqashid asy-syari‟ah dan tidak 

mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan (Hifz al-Bi‟ah) seperti yang 

digagas oleh Ali Yafie dalam mengembangkan al-Daruriyyah / al-Kuliyyat al-Sitt. 

Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Hotel Kota Yogyakarta, Siyasah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

No. 158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 خ

 ز

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 ض

 غ

 ص

 ض

 غ

 ظ

 ع

 غ

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Hā’ 

Khā’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Zai 

Si n 

Syi n 

Sa d 

Da  d 

Ta   

Za   

‘Ain 

Gain 

Tidak dilambangkan 

B 

T 

Ś 

J 

Ḥ 

Kh 

D 

Ż 

R 

Z 

S 

Sy 

Ş 

Ḍ 

Ṭ 

Ẓ 

-‘- 

G 

Tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (titik di atas) 

Je 

Ha (titik di bawah) 

Ka dan ha 

De 

Zet (titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 

Es dan Ye 

Es (titik di bawah) 

De (titik di bawah) 

Te (titik di bawah) 

Zet (titik di bawah) 

Koma terbalik (di atas) 

Ge 
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 ؾ

 ق

 ك

 ه

ً 

ُ 

 و

 هـ

 ء

ٌ 

Fa’ 

Qaf 

Kaf 

Lam 

Mim 

Nun 

Wau 

Ha’ 

Hamzah 

Ya 

F 

Q 

K 

L 

M 

N 

W 

H 

’- 

Y 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

دََِّح ََ  ditulis Ahmadiyyah احَْ

C. Ta>’ Marbu>tah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

اعَح ََ  ditulis jama>‘ah جَ

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

حُ الَْْوْىُِآَء ٍَ  ’<ditulis karama>tul-auliya مَسَا

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 
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E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis a>,i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-

masing dengan tanda (-) hubung di atasnya. 

F. Vokal-vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya>’ mati ditulis ai, contoh: 

َُْْنٌُ  ditulis Bainakum تَ

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis Qaul قَىْه

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof 

(’) 

 ٌْ ّْرُ  ditulis A’antum أأََ

ؤََّّس ٍُ  ditulis Mu’annas  

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’a>n اىْقسُْآُ

َُاض  ditulis Al-Qiya>s اىْقِ

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

اء ََ  ’<ditulis As-sama   اظََّ

َْط  ditulisAsy-syams  اىَشَّ

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD. 
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J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

 ditulis Żawi al-furu>d ذَوِي اىْفسُُض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

 ditulis ahl as-Sunnah  اهَْوُ اىعَُّْح

ُْدُ الِْ  ظْاًَشَ   ditulis Syaikh al-Isla>m atau Syaikhul-Isla>m 

K.  Pengecualian 

  Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 
 

Humality is to make  a right estinate of one’s self 

(Kerendahan hati membuat penilaian yang 

benar tentang diri sendiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK  

AYAHANDA TERCINTA H. SANUSI,Mpd.I 

IBUNDA TERCINTA TITUN Fatimah, Spd.I 

ADIK- ADIK TERSAYANG : 

1. Fahrurrozi 

2. Muhammad Taufik 

3. Nur Syifa Fauziah 

 

Terimakasih  Untuk Semua  Motivasi, perjuangan, Kasih Sayang , 

bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga 

Rahmat, Ridho , Hidayah serta CintaNya selalu mengiringi 

keluarga kita. Amin  Yaa Rabb al-Alamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

لاّ الله وحده لا شريك له وأ شهد أ نّ محّ  لمين اشهد أ نالحمد لله ربّ العا له ا  دا دهده ورلهله لا ا 

 صحهه أ جمعين. أ مّا بعدلّّ على ل يدّنا محدّ وعلى اله و لاللهّمّ صلِّّ و 

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas 

segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun 

dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do‟a 

beberapa pihak akhirnya penyusun dapat  menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

dengan judul “PEMBANGUNAN HOTEL DI KAMPUNG MILIRAN 

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 

77 TAHUN 2013)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi 

strata satu (S-1) pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta . 

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin  dalam menyusun skripsi ini, 

namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik 

dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini  menjadi motivasi 

penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. 



 
 

xiii 
 

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu 

penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun 

maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.selaku Ketua Jurusan Siyasah 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

4. Ibu DR. Hj. Ruhaini Dzuhayatin, M.A. selaku dosen pembimbing akademik, 

terimakasih atas bimbingan dan dukungannya. 

5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.selaku pembimbing, terima kasih atas Ilmu 

yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya. 

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan 

Siyasah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini. 

7. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan 

informasi hingga terselesaikannya skripsi ini. 

8. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda H. Sanusi, M.Pd.I dan Ibunda Titin 

Fatimah, S.Pd.I  dan Adik-adikku terimakasih atas semua perhatian dan semua 

kasih sayang serta keridhoaan yang tiada hentinya kalian berikan. 



 
 

xiv 
 

9. Kepada teman-teman siyasah angkatan 2012, karena proses kita berbeda maka 

jalanakanlah prosesnya masing-masing. 

10. Kepada dulur-dulur Perhimpunan Mahasiswa Bogor Yogyakarta (Pamorraya), 

Apot, Remba, Ihsan, Jalal, Heru, Rista, Resti, Ogi, Abdu, Cepi, Cakmin, Ian, 

Mang Ujang, Mang Ical, dan semuanya hatur nuhun buat semua prosesnya. 

11. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat PMII Fakultas Syari‟ah atas proses 

perjalanan organisasi yang telah dilalui bersama.  

12. Kepada seluruh pasukan IKPM Jawa Barat, Rizki, Dzikri, Said, Acep, Kinoy, 

dan masih banyak yang lainnya, terimakasih atas pelajaran dan dukungannya. 

13. Kepada saudara-sadaraku di Jangkar Camp, Komunitas Kopi Liar Indonesia, 

kalian semua luar biasa. 

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. 

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun 

harapkan.Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak 

baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya. 

 

Yogyakarta, 27 Sya‟ban 1438 H 

     24Mei 2017 M 

  

 

Asep Tajussobirin 

    12370004 



 
 

xv 
 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK ..................................................................................................ii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..................................... iii 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .......................................................... iv 

PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................................... v 

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................ vi 

MOTTO ...................................................................................................... x 

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. xi 

KATA PENGANTAR ............................................................................... xii 

DAFTAR ISI ............................................................................................. xv 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 8 

C. Tujuan dan Kegunaan .......................................................................... 8 

D. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 9 

E. Kerangka Teoritik .............................................................................. 12 

F. Metode Penelitian .............................................................................. 16 

G. Sistematika Pembahasan .................................................................... 19 

BAB II KONSEP DASAR KEBIJAKAN DAN KONSEP SIYASAH DALAM 

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP .......................................... 22 

A. Konsep Dasar Kebijakan .................................................................... 22 

1. Pengertian Kebijakan Publik .......................................................... 22 

2. Penyuunan Agenda ........................................................................ 24 



 
 

xvi 
 

3. Formulasi Kebijakan ...................................................................... 24 

4. Adopsi Kebijakan .......................................................................... 24 

5. Implementasi Kebijakan ................................................................ 25 

6. Evaluasi Kebijakan ........................................................................ 25 

7. Asas-asas Kebijakan Publik ........................................................... 25 

8. Evaluasi Sumatif / Evaluasi Dampak ............................................. 27 

B. Konsep Siyasah Dalam Kebijakan Seorang Pemimpin ....................... 30 

1. Pengertian Siyasah Dustuiyah ........................................................ 30 

2. Pemahaman Siyasah Tentang Konsep Lingkungan Hidup .............. 34 

3. Landasan Siyasah Tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup ......... 36 

4. Kemaslahatan Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup ................. 39 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DAMPAK 

LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN HOTEL .......................... 43 

A. Keadaan Umum Daerah ..................................................................... 43 

1. Letak Daerah Penelitian ................................................................. 43 

2. Kondisi Wilayah ............................................................................ 43 

3. Jumlah Penduduk ........................................................................... 43 

4. Keadaan Sosial Ekonomi ............................................................... 46 

5. Keadaan Sosial Politik dan Pemerintahan ...................................... 47 

6. Keadaan Sosial Budaya dan Pendidikan ......................................... 48 

B. Kondisi Umum Lingkungan Hidup Kampung Miliran ........................ 48 

C. Dampak Pembangunan Hotel Di Kampung Miliran ............................ 50 

D. Kebijakan Walikota Yogyakarta Tentang Pengendalian Izin  



 
 

xvii 
 

Pembangunan Hotel Di Yogyakarta ................................................... 52 

BAB IV PEMBANGUNAN HOTEL DI KAMPUNG MILIRAN DAN 

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG 

PEGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL ........................................ 59 

A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013  

Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel ........................................ 59 

B. Pembangunan Hotel Di Kampung Miliran Perspektif Fiqh Siyasah .... 71 

BAB V PENUTUP ................................................................................. 81 

A. Kesimpilan ......................................................................................... 81 

B. Saran .................................................................................................. 84 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 86 

LAMPIRAN ............................................................................................. I 

1. Daftar Terjemahan Teks Arab ........................................................ I 

2. Daftar Pedoman Wawancara ......................................................... II 

3. Daftar Hasil Wawancara ............................................................... IV 

4. Curiculum Vitae ........................................................................... VI 

5. Salinan Peraturan Walikota Yogyakarta Nmor 77 Tahun 2013 ...... V 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai bagian dari salah satu komponen ekosistem, secara 

simbiotik memiliki keterhubungan dan keterkaitan erat dengan lingkungan alam. 

Hal ini karena berdasarkan pendekatan ekologis, manusia pada hakekatnya adalah 

makhluk lingkungan (homo ecologis).
1
 Dalam konteks ini, manusia memiliki 

sebuah kapasitas dalam memperlakukan lingkungan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya. Akan tetapi, ketika upaya tersebut dipandang sudah melampaui 

batas toleransi, maka akhirnya akan terjadi eksploitasi lingkungan alam secara 

masif atau besar-besaran dengan alas an pemenuhan kebutuhan (economic 

oriented). Pada saat yang sama manusia akan dihadapkan pada kompleksitas 

permasalahan lingkungan alam dan ekosistemnya yang cukup luas. 

Terbatasnya ruang di wilayah perkotaan, tidak dipungkiri akan 

mengakibatkan adanya kompetisi dalam penguasaan ruangnya. Salah satunya 

yaitu dengan meningkatnya lahan pembangunan yang berpengaruh pada 

berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau di area perkotaan. Inilah salah satu 

pemicu terjadinya pemanasan suhu udara diperkotaan.  

                                                             
1 Mujiono Abdillah, Agama Ramah LIngkungan Perspektif al-Qur’an, cet. I (Jakarta: 

Paradigma, 2001), hlm. 1. 
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Dewasa ini kerusakan lingkungan telah sedemikian parah, Yogyakarta dengan 

banyaknya pembangunan hotel telah mengakibatkan tidak seimbangnya alam 

hunian untuk makhluk hidup yang berada didalamnya. Padahal dalam Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka proporsi Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan disyaratkan yakni minimal 30% 

dari total luas wilayah, terbagi menjadi 20% RTH publik dan 10% RTH privat.
2
 

Secara eksplisit, Al-Qur‟an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan 

yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang 

dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Seperti 

yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 :  

َسجعىُ ىعيهٌ عَيىا اىرٌ تعط ىُرَقهٌ اىْاض أَدٌ معثد تَا واىثحسِ  اىثس ـٍ اىفعاد ظهس
3
   

Secara eksplisit ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini 

disebabkan oleh ulah tangan manusia. Dalam ayat ini juga sejatinya menjadi 

bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat 

agar dapat mengelola lingkungan tentang bagaimana tata kelola lingkungan hidup 

yang seharusnya agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Ajaran Islam 

mengajarkan manusia sebagai khalifah yang telah di;pilih oleh Allah sebagai 

khalifah. Sebagai seorang khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini manusia 

wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah 

satunya sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga 

(rabbul‟alamin). 

                                                             
2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  
3 QS. Ar-Rum 41 
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Masalah lingkungan adalah bicara tentang kelangsungan hidup (manusia 

dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin 

keberlangungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Isu 

kerusakan lingkungan telah menjadi isu politik yang berkembang sebagai hasil 

dari interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Tanggungjawab untuk 

mewujudkan keadilan dan kemakmuran tidak hanya bertumpu pada pemegang 

kekuasaan pemerintah saja tetapi juga seluruh warga negara. Akan tetapi 

pemerintah selaku pemangku kekuasaan dalam menentukan sebuah kebijakan 

memeiliki wewenang dalam menangani permasalahan lingkungan untuk 

menciptakan sebuah kehidupan secara berkelanjutan, dengan mengatur serta 

menjalankan keadilan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup. 

Lebih lanjut, di Kota Yogyakarta terdapat sebuah konflik penguasaan 

tanah yang terjadi dalam rangka pembangunan hotel dikarenakan sebagian besar 

para investor mengincar wilayah sentral seperti wilayah Kota Yogyakarta. Disaat 

maraknya pembangunan di kota Yogyakarta, seakan masyarakat menjadi merasa 

terdesak oleh pembangunan hotel, mall dan apartemen yang berada di lingkungan 

tempat tinggal masyarakat. Sudah jelas bahwa lahan di Yogyakarta semakin 

tergerus oleh proses pembangunan. Dampaknya adalah masalah lingkungan 

terutama masalah air dan limbah terjadi. 

Selain itu pembangunan hotel dan mall juga berdampak pada 

tereganggunya aspek sosiokultural masyarakat Yogyakarta, yang semakin tidak 

nyaman dengan adanya pembangunan yang dilakukan. Masyarakat khawatir di 

kampung sekitar dimana hotel tersebut dibangun, sacara otomatis akan terkena 
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dampak masalah lingkungan seperti saluran pembuangan yang kadang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyerapan sumber air tanah yang 

berlebihan sehingga menggangu sumur-sumur wagra yang ada disekitar, belum 

lagi apabila hotel tersebut dibangun dengan menghabiskan lahan masyarakat 

kampung sekitar, semakin lama penduduk kampung tersebut merasa terpinggirkan 

dan merasa asing di kampungnya sendiri, merasa kehilangan kampung beserta 

komunitas yang guyub rukun dalam bergotong-royong. 

Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan terutama tentang 

pengelolaan bangunan khususnya diwilayah perkotaan dapat diindikasikan dengan 

masih banyaknya kebijakan pembangunan yangtidak holistik, termasuk Undang-

Undang Dasar 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan dayadukung 

ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Karena persoalan lingkungan berkaitan 

dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan. Dalam kaidah fiqh, kondisi 

dimana adanya pertentangan terkait kebijakan pemerintah atau penguasa harus 

sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan/korporasi atau untuk 

diri sendiri. Seperti dalam kaidah ushul fiqh : 

ذصسؾ الٍْا ً عيً اىساعُح ٍْىغ تاىَصيحح
4

 
 

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam sebuah kebijakan seorang pemimpin 

harus dikaitkan dengan kepentingan umum. Bukan hanya soal kerusakan 

lingkgungan, tetapi soal struktur sosial serta kebudayaan masyarakat. Oleh sebab 

itu, sudah seharusnya meninjau ulang kebijakan yang ditetapkan walikota 

Yogyakarta terkait pengendalian izin mendirikan bangunan hotel. 

                                                             
4 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid II,(Jakarta:Kencana, 2008)hal.208 
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Dalam kajian politik Islam (Siyasah) telah mengajarkan tentang prinsip 

keadilan bagi seorang pemimpin terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 

pemimpin dan bersifat mengikat bagi umatnya, dalam mengeluarkan sebuah 

kebijakan seorang pemimpin setidaknya tetap berdasarkan pada kaidah dan 

pedoman-pedoman yang terdapat dalam Nash. Seperti dilakukannya musyawarah 

(As-Suro‟) yaitu dalam mengeluarkan suatu kebijakan, pemimpin tidak boleh 

bertindak sewenang-wenang.Ia harus mempertimbangkan pendapat para ahli atau 

pakar dalam masalah yang bersangkutan.
5
 

Dari tahun ke tahun pertumbuhan hotel di kota Yogyakarta semakin 

meningkat. Berdasarkan data Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) pada 

tahun 2016 terdapat tambahan 10 hotel berbintang tiga yang berdiri di kota 

Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI), menghitung jumlah hotel berbintang didaerah ini pada 2015 mencapai 87 

hotel dan 1.010 hotel non-bintang. Sedangkan jumlah kamar hotel berbintang 

sebanyak 8.500 kamar.Sedangkan hotel non-bintang 13.000 kamar.
6
 

Dampak positif pembangunan hotel adalah meningkatnya pendapatan asli 

daerah (PAD) yang berupa pajak serta retribusi lainnya, keberadaan hotel dapat 

menmabah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, keberadaan hotel menjadi 

sarana pendukung bagi pembangunan kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, 

pertumbuhan jumlah hotel yang ada dapat meningkatkan kegiatan ekonomi bagi 

masyarakat dan bagi pemerintah kota Yogyakarta sendiri. Dampak lain daripada 

                                                             
5 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/Imam al-

Mawardi, (Jakarta : Qisthi Press, 2014) hlm 33. 
6https://m.tempo.co/read/news/2016/01/23/090738700/yogyakarta-marak-

pembangunan-hotel. diakses pada 21 November 2016 pukul 11.05 Wib. 

https://m.tempo.co/read/news/2016/01/23/090738700/yogyakarta-marak-pembangunan-hotel
https://m.tempo.co/read/news/2016/01/23/090738700/yogyakarta-marak-pembangunan-hotel
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pembangunan hotel yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat di kota 

Yogyakarta, disaat maraknya pembangunan di kota ini seakan masyarakat 

Yogyakarta merasa terdesak oleh pembangunan hotel, mall dan apartemen yang 

berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sudah jelas bahwa lahan di 

Yogyakarta semakin tergerus oleh proses pembangunan. Dampaknya, masalah 

lingkungan terutama masalah air dan limbah terjadi. Walaupun sebenarnya 

Pemerintah Daerah (Pemda) telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) 

Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan 

Hotel.Sayangnya, langkah bijak Pemerintah Daerah terkesan terlambat, dan 

Peraturan ini berlaku efektif tertanggal 1 Januari 2014. 

Dengan demikian Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut masih 

menimbulkan beberapa permasalahan.
7
 Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa : 

Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 

Desember 2016.
8
 

Dari pasal 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa penghentian penerbitan izin 

pembangunan hotel hanya bersifat sementara dan hanya berlangsung selama 2 

tahun. Hal ini menandakan bahwa setelah 2 tahun berjalannya peraturan tersebut, 

para investor yang ingin membangun hotel di Yogyakarta sebagai bentuk 

investasinya dapat kembali leluasa mengajukan izin kepada pemerintah 

                                                             
7

http/lpmhimmahuii.org/rakyat-jogja-tertindas-oleh pembangunan/, diakses 01 

November 2015, pukul 13.00 WIB 

8 Peraturan walikota nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Ijin Pembangunan Hotel 
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Yogyakarta dan hasilnya adalah izin tersebut pasti akan terbit karena lewat jalan 

pintas tersebut. 

Potret masalah lingkungan terjadi di kota Yogyakarta, salah satunya 

bertempat di Rt.13 dan Rt.06 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota 

Yogyakarta. Sumur-sumur warga menjadi surut atau kering setelah berdirinya 

bangunan hotel di sekitar kediaman mereka. Dengan penjelasan masalah yang 

terjadi ialah dampak yang dialami dan reasksi masyarakat kota Yogyakarta 

dengan maraknya pembangunan hotel, kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Perwal yang seakan tidak dapat 

menekan pembatasan pembangunan hotel, serta ketidak pedulian para pengusaha 

hotel atau investor dengan lingkungan masyarakat sekitar hotel. 

Fenomena tidak harmonisnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam 

rangka pemenuhan konsepsi perizinan yang diharapkan dapat berdampak pada 

terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah yang 

terbatas. Karenanya perlu dilakukan studi evaluasi dampak terhadap kebijakan 

pengendalian pembangunan hotel di kota Yogyakarta terhadap perubahan 

lingkungan serta sosial masyarakat sebagai usaha pemerintah kota Yogyakarta 

dalam mejamin perbaikan kualitas kondisi hidup dan perikehidupan warganya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu bagi penyusun mengangkat 

penelitian berjudul “PEMBANGUNAN HOTEL DI KAMPUNG MILIRAN 

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 

2013)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah yang 

akan peneliti angkat dalam skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan 

pembatasan pembangunan hotel di Yogyakarta ? 

2. Bagaimana siyasah memandang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat 

pemabangunan hotel ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menjelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

pembatasan pembangunan hotel perspektif Siyasah. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat 

kampung Miliran setelah ditetapkannya peraturan Walikota Yogyakarta 

no 77 tahun 2013. 

c. Menjelaskan pandangan islam tentang menjaga lingkungan. 

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

khasanah keilmuan terutama dalam kajian politik lingkungan dan 

siyasah (Politik Islam). 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

keilmuan bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau 

pembanding bagi mereka yang melakukan penelitian mengenai 
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kebijakan pemerintah dalam melaksanakan proses pelestarian 

lingkungan. 

c. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas 

pengawasan guna memecahkan persoalan yang dihadapi agar tugas-

tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Di samping itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik pengembangan dalam 

melestarikan lingkungan dalam sebuah Negara. 

D. Tinjauan Pustaka 

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam 

sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Terdapat beberapa literatur maupun 

karya tulis, baik berupa buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitan 

yang peneliti susun. Untuk mendukung penelitian ini digunakan beberapa literatur 

yang dapat dijadikan telaah pustaka : 

Pertama, tulisan dari Norma Vita Utami dengan judul “Pelayanan 

Permohonan Izin mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Perda No 5 Tahun 

2011 Tentang Bangunan Gedung), Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.Skripsi tersebut membahas bagaimana prosedur 
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pelayanan permohonan izin mendirikan Bangunan Kantor Pelayanan Perizinan 

(KPP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPUP).
9
 

Kedua, sebuah tulisan yang berjudul “Ekologi Konstitusional (Green 

Constitusional) dan Kedaulatan Wilayah Indonesia” yang ditulis oleh H. Jawade 

Hafidz, S.H., M.H. dalam buku ini menjelaskan bahwa konstitusi hijau sangat 

diperlukan demi memperkuat dasar-dasar konseptual mengenai persoalan ekologi 

dan pembangunan berkelanjutan, sehingga terwujudnya kesejahteraan rakyat 

Indonesia yang akan membuat stabilitas dan ketahanan nasional menjadi semakin 

baik sehingga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara kesatuan republik 

Indonesia tetap teguh dan utuh.
10

 

Ketiga, tulisan dari Berlian dengan judul “Dampak Penerbitan Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan 

Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangungan Hotel Di Kota Yogyakarta”, 

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015. Skrpsi tersebut 

berisikan tujuan dari ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta no 77 tahun 

2013.
11

 

Keempat, oleh Herry Iswanto berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Di 

Bidang Pertanahan Dalam Menunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan 

Hidup Di Kabupaten Sleman”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UGM, 2005, 

                                                             
9 Norma Vita Utami, “Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten 

Sleman (Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung)”, Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 

10 Jawade Hafidz, “ekologi konstitusional (Green Constitutional) dan kedaulatan wilayah 

Indonesia,” Jurnal Hukum, Vol.26:2, (Agustus 2011)  

11 Berlian, “Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 

Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel Di 

Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015 
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tidak diterbitkan. Penelitian tersebut focus pada kebijakan pemerintah dalam 

menunjang pembangunan berwawasan lingkungan serta kendala-kendala yang 

menghambat pembangunan.
12

 

Kelima, sebuah tulisan yang berjudul ”Sosiologi Lingkungan dan 

Sumberdaya Alam” yang ditulis oleh  Rachmad K. Dwi Susilo dalam buku ini 

membahas bagaimana pentingnya nilai-nilai agama dalam pembangunan 

ligkungan hidup yang berkelanjutan, serta mengupas bagaimana sistem antara 

kebijakan pemerintah terkait pembangunan lingkungan yang berkelanjutan
13

. 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nimatur Rahman dengan judul 

KOnsep Fiqh Lingkungan : Studi Komparasi Pemikiran KH. Ali Yafie dan 

Mujiono Abdillah. Secara filosofis, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana 

padangan KH. Ali Yafie dan Mujiono Abdillah tentang konsep fiqh lingkungan, 

argument yang mendasari pandangan keduanya serta ingin mencari relevansi 

dalam masyarakat dewasa ini.
14

   

Berbeda dengan peneliti yang pernah ada sebelumnya, bahwa penelitian 

sebelumnya banyak membahas tentang persoalan aspek etika, tinjauan yuridis 

terhadap undang-undang, dan proses pelaksanaan perizinan yang mengakibatkan 

dampak buruk bagi lingkungan. Tetapi penyusun akan meneliti tentang kebijakan 

pengendalian izin pembangunan hotel menggunakan perspektif fiqh siyasah 

                                                             
12
Herry Iswanto, “Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Menunjang 

Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”. Laporan Penelitian, 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2005. 

13 Rachmad K, Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, (Yogyakarta : AR-RUZZ 

MEDIA, 2012) 

14Nikmatur Rahman, “Konsep Fiqh Lingkungan : Studi Komparasi Pemikian KH. Ali Yafie 
dan Mujiono Abdillah,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm. 6. 
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dengan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pndekatan 

sosiologis-politik. Selanjutnya, karya-karya di atas menjadi sangat penting untuk 

dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. 

E. Kerangka Teoritik 

Melihat dampak lingkungan akibat pembangunan yang masih banyak 

terjadi dan kebijakan pemerintah Yogyakarta tentang pengendalian izin 

pembangunan hotel, maka penulis akan menggunakan beberapa teori untuk 

menjawab permasalahan penelitian ini, seperti : 

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk 

menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, 

maupun suatu lembaga pemerintah).
15

Ini berarti kebijakan public tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek social yang ada dalam masyarakat. 

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah 

dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang penting. 

Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek :Aspek keadilan 

menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak 

dinamika dan konflik di tengah masyarakat dan Aspek legalitas ini menyangkut 

apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh 

                                                             

15Budi Winaryo, Kebijakan Publik, Teori dan Proses, (Yogyakarta:MedPress.2007), hlm.16 
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sebuah kekuasaan Negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan 

atas nama hukum.
16

 

Selanjutnya, menurut Andi Agustang, kebijakan seharusnya 

mempertimbangkan objek sosiologis.Oleh karena itu pengambilan keputusan atau 

kebijakan mulai ditingkat masyarakat hingga lembaga pemerintah di tingkat 

nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan sosiolog yang dapat 

menganalisis secara tajam dan meberi solusi bagi berbagai persoalan 

kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan.Tujuannya adalah untuk 

mengantisipasi terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat yang diakibatkan 

dari adanya kejadian tersebut.Sedangkan selama ini yang telah terjadi adalah 

produk suatu kebijakan mulai tingkat nasional hingga daerah sering 

mengakibatkan aspek sosiologis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan 

baik dilapangan.
17

 

Teori politik Islam (siyasah) yang digunaka untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas tentang peraturan 

perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan 

terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai siyasah tidak dapat 

dilepaskan dari dalil-dalil kully, yaitu baik al-Qur‟an, hadist, maqas id syari‟ah 

serta semangat islam dalam mengatur masyarakat.
18

  

 

                                                             
16  Edi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Yayasan Pembaruan 

Administrasi Publik Indonesia. 2004)  hlm. 9 
17 “Pakar : Jadikan Sosiologi Acuan Kebijakan Publik”, https//antarasulsel.com, diakses 

pada 1 November 2016 
18 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syari’ah, Jakarta:Kencana, 2003, hlm. 47 
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Di dalam al-Qur‟an diterangkan bahwa : 

واترػ ـَُا أذل الله اىداز اِذسج ولذْط ّصُثل  ٍِ اىد ُّا وأحعِ مَا احعِ الله إىُل ول ذثػ 

اىفعاد ـٍ اِزض إُ الله ل َحة اىَفعدَِ
19

 

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa : 

واذاقُو ىهٌ لذفعدواـُالزض قاىىا اَّاّحِ ٍصيحىُ، الاّهٌ هٌ اىَفعدوُ وىنِ لَشعسوُ
20

     

Ayat ini mengandung nilai dasar tentang bagaimana yang seharusnya 

dituju dalam hidup ini dan bagaimana mengatur alam ini dan isinya tanpa 

menimbulkan kerusakan padanya. Serta betapa kehidupan dunia ini juga berharga 

demi untuk mendapatkan kehidupan di akhirat. Kita harus menyeimbangkan 

keduanya dengan cara berbuat baik di dunia dan tidak berbuat kerusakan di 

dalamnya. Islam merupakan agama (jalan hidup) yang sangat memperhatikan 

tentang lingkungan dan keberlanjutan kehidupan untuk seluruh makhluk di dunia. 

Dalam ayat diatas juga diterangkan tentang bagaimana manusia diwajibkan untuk 

menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi.  

Salah satu yang menjadi kajian penting dalam siyasah dusturiyah adalah 

persoalan rakyat dan hak-haknya. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abul A‟la al-

Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :
21

 

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya 

2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi 

3. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan 

4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan 

kelas dan kepercayaannya 
                                                             

19
 Al Qasas (28):77 

20 Al-Baqarah (2): 11-12. 
21 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi,… hlm.  
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Menurut Imam al-Mawardi, hak dan kewajiban seorang imam secara 

umum ada sepuluh : (1) memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan 

dan apa yang telah disepakati oleh ulama salaf, (2) memberlakukan hukum di 

antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara 

dua pihak yang saling bertikai dengan tujuan agar keadilan dapat ditegakan secara 

merata sehingga orang zalim tidak bertindak sewenang-wenang dan orang 

teraniaya tidak semakin dibuat menderita, (3) melindungi Negara dan tempat-

tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan 

bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta, (4) 

menegakan hokum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah s.w.t tidak 

mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah 

diselewengkan dan diremehkan, (5) melindungi wilayah perbatasan dengan 

benteng kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu 

menemukan jalan masuk sedikit pun untuk menodai kehormatannya, (6) 

memerangi orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwah dengan baik 

tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir dzimmi, (7) 

mengambil harta fai dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara‟ atas dasar nash 

atau ijtihad tanpa ragu-ragu, (8) menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian 

untuk orang-orag yang berhak menerimanya dari Baitul Mal dengan wajar serta 

membayarkan pada waktunya, (9) mengangkat orang-orang jujur dan professional 

di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurusi keuangan. Dengan 

begitu ditangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan 
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keuangan dapat terbukukan dengan rapi, (10) melaksanakan tugas-tugas yang 

langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.
22

 

Bicara terkait hak, maka kita tidak bisa lepas dari maqas id syari‟ah. Salah 

satu isi dari maqas id syari‟ah adalah menjaga jiwa manusia, bila dikontekskan 

dengan konsep lingkungan maka cara menjaga jiwa manusia salah satunya adalah 

dengan menjaga lingkungan, karena dalam kehidupannya manusia tidak dapat 

terlepas dari lingkungan dimana ia hidup, tinggal dan juga beraktivitas. Adanya 

hal tersebut dapatlah dipahami bahwa kebijakan pemerintah sangat berpengaruh 

terhadap masalah lingkungan hidup dan kebijakan itu haruslah berpihak kepada 

alam bukan kepada siapa yang memiliki modal. Artinya bahwa sumber daya alam 

yang ada haruslah digunakan secara rasional tidak dengan cara berlebihan dengan 

banyaknya pembangunan hotel baru yang itu menyebabkan sumber air warga 

sekitar menjadi surut. Karena kebutuhan akan lingkungan bukan untuk manusia 

masa kini saja akan tetapi juga untuk generasi-generasi masa depan.
23

 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, 

penyusun menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Yaitu jenis 

penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara, observasi. 

                                                             
22

 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam/Imam al-
Mawardi, (Jakarta : Qisthi Press, 2014) hlm 33. 

23 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial: Dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga 

Ukhuwah, cet.ke-2, (Bandung: Mizan, 1994) hlm.135 
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Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta, tepatnya di kampung Miliran dengan 

peneliti sebagai observer, melakukan wawancara dengan masyarakat yang 

berdampak dengan pembangunan hotel, dan wawancara juga dilakukan kepada 

Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Bapak 

Darsana,SH. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif-analitik.
24

 

Desktiptif analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasikan, 

menggambarkan, menguraikan secara sistematis kemudian menganalisis secara 

cermat dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari obyek penelitian.
25

 

Dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan kesimpulan 

dan menjawab permasalahan penelitian. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Pendekatan 

sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama 

maupun tindakan atau interaksi sosial masyarakat. Sosiologi merupakan kajian 

yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan memahami berbagai 

fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur 

kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan itu sendiri. 

 

                                                             
24

 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 
69. 

25 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.139. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penyusun mengambil data dari tiga sumber data, yaitu 

data hasil wawancara, data observasi, dan hasil pustaka. 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara ditujukan kepada informan dan narasumber yakni kepada 

masyarakat kelurahan Muja muju, dan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah) Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu Bagian Hukum serta lembaga terkait 

lainnya di Daerah Kota Yogyakarta.Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

responden yaitu kepada masyarakat kampung Miliran secara acak sebanyak 10 

orang untuk memperoleh informasi terkait dengan dampak diterbitkannya 

kebijakan mengenai pengendalian izin pembangunan hotel. 

b. Observasi 

Dalam penelitian, observasi pada awalnya dilakukan dengan cara 

mendatangi objek penelitian yang bertempat di kampong Miliran dengan cara 

mengamati terhadap pola prilaku masyarakat sekitar, kondisi lingkungan, kondisi 

sumber daya manusia, dan kondisi social ekonominya. Dari hasil pengamatan 

tersebut, peneliti menunjukan bahwa kondisi masyarakat di kawasan sekitaran 

hote berdiri banyak terjadi dampak lingkungan yang di timbulkan dengan adanya 

hotel di wilayah mereka.  

Sebagai tambahan, metode pengumpulan data yang di unduh dari 

internet/online juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
26

 Teknik 

                                                             
26 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, 
(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 121. 
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pengumpulan data ini melibatkan beberapa buku untu menguatkan landasan 

teoritis. Sedangkan cara memperoleh data tersebut dapat diperoleh dari sumber 

tertulis berupa buku, skripsi, artikel, jurnal ataupun media cetak. Teknik 

pengumpulan data di atas digunakan sebagai dasar penunjang dalam penelitian ini. 

 objek penelitian yang bertempat di desa Miliran dengan cara mengamati 

terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi. 

c. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari studi pustaka 

yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, ensiklopedia, media online, dan 

peraturan perundang-undangan serta tulisan yang berkaitan dengan topik yang 

dikaji. 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis 

yang berangkat dari analisa pandangan Perda dengan membenturkan antara hasil 

wawancara dengan yang dilakukan dilapangan terhadap pandangan Islam yang 

terkandung dalam siyasah dusturiyah yang ada didalam Peraturan Walikota 

Yogyakarta nomor 77 tahun 2013 agar mendapatkan hasil data yang valid. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan keseriusan pemerintah 

dalam melestarikan lingkungan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan 

pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara 

sistematis yang terdiri dari lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendhuluan, isi, 
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dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut dari bab-bab dan didalam bab terdiri 

dari beberapa sub bab. 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang ditempatkan pada tahapan pertama 

yang terdiri dari latar belakang masalah, hal ini menjadi penting guna 

memperjelas dan mengetahui pandangan siyasah terhadap implementasi kebijakan 

pemerintah kota Yogyakarta tentang pemberhentian sementara izin pembangunan 

hotel yang menjadikan factor utama timbulnya masalah yang akan diteliti serta 

alas an-alasan yang menarik untuk dan penting untuk dieliti. Kedua, pokok 

masalah, hal ini sangat diperlkan dalam sebuah karya ilmiah ataupun penelitian 

untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komperhensif dan 

terfokus.Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian.Hal ini dimaksudkan agar 

penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang produksi dan kostruktif 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan.Keempat, telaah pustaka.Hal ini diperlukan 

untuk mengetahui sejauh mana penulisan yang berkaitan dengan skripsi ini untuk 

meminimalisir plagiasi.Kelima, kerangka teoritik yaitu bagaimana cara pandang 

dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. Keenam, metode 

penelitian. Hal ini menjadi penting guna memfokuskan langkah-langkah yang 

akan ditempuh peneliti dalam menganalisa data.  

Kemudian tahap kedua yaitu bab isi, dimana pada bab ini terdiri dari tiga 

sub bab, yakni bab II, bab III, bab IV.Bab kedua, berisi pemaparan mengenai 

konsep dasar kebijakan, konsep pemikiran Imam al-Mawardi tentang Imamah 

(kepemimpinan), dan membahas tentang konsep ekologi dalam pandangan Islam. 

Dalam bab ini juga dijelaskan hak-hak seorang pemimpin dalam kebijakannya dan 



21 
 

 
 

hak-hak seorang pemimpin dalam islam yang di komparasikan dengan prinsip 

kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. 

Pada bab ketiga ini penulis mengulas tentang deskripsi/gambaran 

penelitian yang dilakukan di lapangan meliputi tiga sub bahasan 

Pertama,gamabaran umum geografi dan demografi kehidupan sosial, budaya, 

agama sebagai mekanisme sosial di Desa Muja Muju khususnya di kampung 

Miliran, yang terkena dampak dari adanya pembangunan hotel. Kedua,membahas 

tentang Kondisi Umum Ekologi Kampung Miliran.Ketiga,dampak Pembangunan 

Hotel di Dusun Miliran.Keempat, gambaran umum Kebijakan Wali Kota 

Yogyakarta dan Pengendalian Izin Pembangunan Hotel di Yogyakarta. 

Kemudian pada bab keempat, yaitu analisis tentang pandangan siyasah 

dusturiyah dan public policy terhadap implementasi Peraturan Walikota tentang 

pemberhentian sementara izin pembangunan yang tertuang dalam Peraturan 

Walikota nomor 77 tahun 2013.  

Pada bab terakhir bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran-saran dari penyusun di akhir penelitian.Kesimpulan 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, 

sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil dari penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian analisis di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta yang 

tertuang dalam Perwal No. 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian 

Pembangunan Hotel maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingginya pendirian Hotel di kota Yogyakarta dan Kesesuaian 

Peraturan Walikota Yogyakarta Terhadap Izin Pendirian Hotel di 

Kota Yogyakarta 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah menjadi sebuah pegangan dalam proses pembangunan di masing-

masing daerah. Peraturan terkait dengan pembangunan usaha hotel sendiri 

berdasarkan pada Peraturan Daerah Isrimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 

2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2009-2029. Segala bentuk aktivitas pembangunan yang 

bersifat fisik harus disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah, 

mengingat ruang yang ada di kota Yogyakarta minim, sebagai kawasan 

pariwisata, perdagangan jasa dan pemerintahan. 

Pembanguan  hotel dengan memenuhi syarat teknis dan 

administrasi disertai izin-izin pendamping seperti izin gangguan, izin 
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lingkungan sebagai pengendali akibat lingkungan yang 

ditimbulkan dengan pembangunan hotel disamping izin mendirikan 

bangunan. Terkait bentuk preventif pembanguan hotel pemerintah kota 

Yogyakarta dengan resmi mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta 

Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Izin Pembangunan Hotel 

dan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 Sebagai Pengganti dari 

undang-undang sebelumnya. Peraturan Walikota tersebut diharapkan 

mampu mengendalikan pembanguna  hotel yang terbilang cukup cepat 

seiring perkembangan sosial-masyarakat dan teknologi semakin canggih.  

Amanah dari peraturan walikota tersebut adalah mengendaliakn 

sementara permohonan izin mendirikan hotel di kota Yogyakarta selama 

tiga tahun. Terhitung sejak 1 Januari 2014 Sampai 31 Desember 2016 

yang kemudian diperpanjang melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 

2016 sehingga menambah jangka waktunya menjadi 31 Desember 2017, 

serta memberi kesempatan bagi pengusaha hotel yang sudah berdiri dan 

telah memiliki izin untuk segera memperbaiki perizinan dan kualitas yang 

kurang sebelum peraturan Walikota tersebut ditetapkan.  

2. Akibat Adanya Pembangunan Hotel 

Pembangunan hotel yang semakin banyak dan meningkat 

menimbulkan dampak besar bagi lingkungan.Akibat dari sisi lingkungan 

yang sering terjadi berimbas pada ketersediaan air yang menipis akibat 

penggunaan air tanah atau sumur di hotel-hotel sebelum keluarnya 

peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Air Baku 
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Usaha Hotel. Pemerintah ota Yogyakarta member waktu selama 2 (dua) 

tahun bagi hotel ang tela beridiri sebelum keluarnya peraturan tersebut 

untuk dapat menyesuaikan dlaam penggunaan air baku dengan 

berlangganan PDAM.  

Kondisi tersebut diperparah dengan menyempitnya ruang di 

kawasan perkotaan akibat semkin pesat berdirinya usaha-usaha 

hotel.Dalam hal ini sangat merugikan masyarakat sekita, karena awalnya 

dengan adanya hotel diharapkan dapat memberikan kesejahteran bagi 

masyarakat sekitar tetapi faktanya adalah malah merugikan dari sisi 

lingkungan, sosial serta ekonomi. 

Kebijakan yang diwujudkan dengan  keluarnya peraturan walikota 

Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel perlu 

mendapat evaluasi lebih lanjut dengan menyesuaikan kebutuhan 

masyarakat Yogyakarta. Salah satunya dengan menjadikan peraturan 

tersebut belaku selamanya, mengingat banyak hotel yang ada di 

Yogyakarta tidak lagi sebanding dengan tamu yang datang. 

Interpretasi data dari pembahasan sebelumnya ialah mengenai fakta 

yang belum menunjukan bentuk kemaslahatan dari kebujakan tersebut dan 

kebijakannya tanpa dilakuakn musyawarah sehingga kebijakan ini terkesan 

bahwa pemimpin bertindak sewenang-wenang.Seharusnya kebijakan dapat 

menicptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan malah menciptakan 

permasalahan baru yang terjadi di lingkungan masyarakat Miliran dan 

menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat dalam memenuhi 
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kebutuhannya. Lain halnya jika kebijakan tersebut dilakukan tanpa 

menimbulkan dampak negatif sebagaimana terjadi, dapat dibayangkan 

bahwa pembanguan hotel yang ada dapat bermanfaat bagi masyarakat kota 

Yogyakarta khususnya Miliran yang secara langsung akan mendapatkan 

lapangan pekerjaan yang lebih baik.  

Kebijakan seorang pemimpin seharusnya mengedepankan 

kebutuhan masyarakat, mengingat kota Yogyakarta memiliki potensi 

pariwisata yang banyak dan dapat dimanfaatkan secara baik tanpa 

melupakan kelestarian lingkungan yang ada. Akan lebih baik jika sumber 

daya alam dapat digunakan secara baik dan tidak berlebihan dalam 

memenuhi kebutuhan hotel dan masyarakat itu sendiri.Oleh karena itu 

rakyat sangat mengharapkan kebijakan yang memihak pada kepentingan 

rakyat, bukan pada kepentingan korporasi tertentu. 

B. Saran 

1. Walikota Yogyakarta diharapkan dapat semakin baik dalam 

mengeluarkan sebuah kebijakan bagi masyarakat Yogyakarta terkait 

permasalahan pengendalian pembangunan hotel dengan melihat aspek 

lingkungan yang ada dan menyempurnakan muatan kebijakan yang 

disesuakan dengan kebutuhan masyarakat.  

2. Bagi setiap pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan discredit berdasarkan tujuan yang baik dan tidak melanggar 

hukum.  
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3. Bagi seluruh rakyat wajib membantu dan menaati perintah 

pemimpinnya selama itu untuk kemaslahatan bersama.  

4. Dibutuhkan pemerintah yang transparan, melalui musyawarah yang 

dilakukan kepada masyarakat mengenai program pemerintah yang 

akan dilaksanakan.  

5. Kepada masyarakat untuk andil dalam hal mengawasi dan mendukung 

setiap kebijakan yang dkeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi 

penyelewengan kewenangan yang seharusnya kebijakan tersebut data 

bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

Daftar Terjemahan Teks Arab 

NO HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN 

1 3 BAB I 2 
Tindakan imam terhadap rakyatnya harus 

dikaitkan dengan kemaslahatan 

2 12 BAB I 16 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 

dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan. 

3  BAB II  

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-

anak Adam, Kami angkut mereka di daratan 

dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 

makhluk yang telah Kami ciptakan. 

4  BAB IV  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah-lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu ma‟afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan 

itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. 
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Lampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA 

MASYARAKAT MILIRAN 

 

1. Apakah ada sosialisasi terkait pembangunan Hotel  di Lingkunagan anda ? 

a. Iya  

b. Tidak  

2. Apa dampak pembangunan Hotel di lingkungan anda  ? 

a. Positif  

b. Negatif  

3. Apakah setelah adanya pembangunan Hotel dilingkungan anda 

mengurangi kwalitas dan jumlah sumber air ? 

a. Ya  

b. Tidak  

4. Apakah anda tahu  peraturuan Walikota tentang pemberhentian izin 

pembangunan hotel di Yogyakarta ? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

5. Apakah anda setuju dengan adanya peraturan Walikota tentang 

pemberhentian sementara pembangunan hotel yang ada di Yogyakarta ? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

 

1. Hal-hal apa sajakah yang menjadi dasar dalam melatar belakangi 

terbentunknya peraturan walikota (moratorium) no. 77 tahun 2013 ? 

2. Apa sajakah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam kaitannya dengan banyaknya pembangunan hotel yang ada di 

Yogyakarta ? 

3. Apakah dalam pembuatan kebijakan tersebut telah menganut asas good 

governance ? 

4. Bagaimana proses pembuatan kebijakan moratorium tersebut ? 

5. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan moratorium tersebut kepada 

mayarakat ? 

6. Bagaimana tanggapan atau respon masyarakat terhadap adanya kebijakan 

tersebut apakah bisa menjadi solusi daripada keringnya sumber air sumur 

di lingkungan mereka ? 

7. Seberapa efektif kebijakan walikota tersebut dalam menanggulangi 

banyaknya pembangunan hotel di kota Yogyakarta ? 

8. Adakah rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait hal ini, 

mengingat moratorium hanya bersifat sementara dan melihat banyaknya 

pembangunan yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan 

khususnya sumber air tanah yang semakin menyurut ? 
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Lampiran III 

DAFTAR HASIL WAWANCARA 

NO WAKTU HASIL WAWANCARA 

1 Maret 2017 

Sosialisasi yang disampaikan oleh pihak hotel tidak 

sesuai dengan apa yang dijanjikan, pihak hotel 

menjanjikan bahwa akan membuka lapangan 

pekerjaan untuk warga sekitar, tetapi pada 

kenyataanya tidak seperti itu. 

2 Februari 2017 

Limbah sampah dari hotel itu sering menimbulkan 

bau tidak enak, dan belum lama ada warga sekitar 

yang terkena penyakit demam berdarah akibat dari 

sampah yang menumpuk dan menjadi sarang 

nyamuk. 

3 Maret 2017 

Kedalaman sumur yang awalnya hanya 5 meter sudah 

ada airnya, setelah ada hotel saya harus menggali 

sumur lebih dalam lagi buat mendapatkan air. Kalau 

musim hujan seperti sekarang air sumur menjadi 

banyak tetapi yang saya takutkan nanti kalau musim 

kemarau 

4 Maret 2017 

Pembangunan hotel yang ada di wilayah Rt. 13 

Miliran banyak menimbulkan berbagai masalah, 

mulai dari keringnya sumur warga sekitar sampai 

limbah sampah yang berasal dari hotel itu sendiri. 

Saya harap jangan ada lagi pembangunan hotel di 

wilayah Miliran. 

5 Maret 2017 

Pembangunan Hotel yang terlihat dan terus 

berkembang baru-baru ini adalah bukan hasil dari 

permohonan izin yang masuk pada 1 Januari 2014, 



 
 

V 
 

melainkan izin yang masuk sebelum 1 Januari 2014. 

6 Maret 2017 

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota 

Yogyakarta itu tidak menyelesaikan masalah 

kekeringan sumur di wilayah Miliran. 

7 Maret 2017 

“Pembangunan Hotel yang terlihat terus berkembang 

bukanlah hasil dari permohonan izin yang masuk 

pada 1 Januari 2014, melainkan izin yang masuk 

sebelum 1 Januari 2014”. 
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Lampiran IV 

CURRICULUM VITAE 

Data Pribadi 

Nama : Asep Tajussobirin 

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 17 Agustus 1994 

Alamat Asal : Kp. Tapos Rt.03 Rw.04 Kelurahan Tapos 

Kecamatan Tapos Kota Depok 

Alamat Sekarang : Jl. Pengok Kidul No.14 Gondokusuman   

Yogyakarta (Asrama Kujang) 

No. Handphone  : 087876180564 

E-mail    : Tajussobirin17@gmail.com 

Agama    : Islam 

Riwayat Pendidikan 

 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Depok 

 Mts Daarul Uluum 1 Bogor 

 MAN 2 Kota Bogor  

 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2013 
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